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TENTANG

EVALUASI RANCA}.IGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN.T'ANG MAHA ESA
GUBERXUR ITUSA TEI{GCIARA TIMT'R'

Menimbang : a.

Ucnglngt : 1.

b.

bahwa untuk membentuk Peratul'an Daerah Kabupateu/
Kota yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan -vang lebih tinggi dan kepentingan umum' perlu

dilakukan pengawasan melalui pelaksanaan evaluasi

rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota oleh

Gubernur;
bahwa pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten / Kota olet. Gubernur sebagaimana dimaksud
pada huruf a, adalah rancangalr Peraturan Daerah

Kabupaten/ Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

bahwa untuk terwujudnya pengawasan melaiui
pelaksanaan evaluasi ranc€rngan Peraturan Daerah

Kabupaten / Kota tentzng Rencana Tata Ruang Daerah'
perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam irurrf a, iruruf b dan liuruf c, perlu rnenetapkan

Peraturan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten /Kota ter^tang Rencana Tata

Ruang Daerah;

Undang-Undang Ncmor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali' Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarr'bahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ai4 ientang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791; r1y',

d.
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3. Peraturatr Menteri Dalarrr iiegeri iioliior 80 Tahun 2O15

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
ALas Pcraiurart IVlertteri Dalam Negcri Nomor 80 Tah un
2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor
1s7);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O16
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O16 Nomor 464);

TETUTUSKAIT:

lf,'enctapkan : PERATURAT{ GUBERISITR' TEWTAI{G E\IAI{'ASI RANCAI{GAII
PERATT'RAN DA"ERAH I(ABT'PATEI|/KOTA TENTAI|G
RENCANA TATA RUAI{G DAERAII.

BAB I
XETENTUAN TIMUM

Bagian Kesatu
Batasan Pengertlaa atau Dellnlsi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernrrr adalah Grrbernrrr Nusa Ten ana Tirnrrr.
3. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
4. Kepala Biro Hukriin adalah Kepala Biro Hukurn Sekretariat Daei'air Provitrsi

Nusa Tenggara Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi

Nusa Tenggara Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dewaur Ferwakilan Rakyat Dacrah yang sclarrjutrrya disingkai DPRD adalah

Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten/ Kota se Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
8. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota adalah

Kabupaten/ Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Daerah

9. Evaiuasi adalah pengkajian dan penilaian ierhaciap Rancangan Peraiuran
Daerah yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah

dan pe.ratrrran p'erundang-undangan lainnya untuk menguji kesesuaiannya
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan
umum.

iO. Retrcana Tata Ruarrg Daerah yang sclarrjutnya diseLrut RTR Daei'ali adalah
Hasil Perencanaan Tata Ruang.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut
RTRW Kabupaten / Kota adalah Hasil Perencanaan Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/ Kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang
wiiayah Kabupaten/Kota, rencir.na struktur ruieng wilayah Kabupaicn/Kola,
rencana pola ruang wilayah Kabupaten/ Kota, penetapan kawasan strategis
Kabrrpaten/ Kota, aratran ruang wilayah Kabupaten / Kota dan
ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/K"t^. y
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i2. Rencana Tata Ruarrg Kaw-asaii Strategis Kabupa'r-eii/Koia yarig seianju'unya
disebut RTR Kawasan Strategis KabupatenlKota adalah Hasil Perencanaan
Tata Ruang yang wilayahnya dipriorit"askan karena mempunyai pengaruh
yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap kepentingan
Ekonomi, Sosial Budaya dan/atau Lingkungan.

i3. Rerrcana Dctaii Tata Ruang Katrupateni Kota yang selanjutnya discbut RDTR

Kabupaten/Kota. adalah Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten/Kota
yang menggambarkan zonasi/blok pemanfaatan ruang, struktur dan pola

ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan

tata ruang.
i4. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang

menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat,
ter gan ggun_va akses terhada p pelay anan pu blik, te rganggun5ra kete nte r aman

dan ketertiban umuln, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan

keper'cayaail, t'as, art'r-ar goiongaii dan geiidei'.

15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum
dan hasil penelitian Tainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

dipertanggungiawabkan secara ilmiah mengenai pernyataan masalah

tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Nomor Register adalah pemberian nomor oleh Gubernur kepada

Bupati/Walikota dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk
mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan
Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum dilakukannya penetapan dan

pengundangan.
17.Hai adalah hari kerja.

Bagian Kedua
Maksud dan TuJuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi

Pemerintah Provinsi dan Femerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan

evaluasi rancang€ul Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah.

Pasal 3

Tljuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah agar rancangan Peraturan

Daer-air KabupaieniKota tentang RTR Daerali yang rjievaluasi oieii Gubei'irur

setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Menteri Dalam Negeri sesuai

dengan ketentrran peratrrran perundang-undangan yang lebih tinggi dan

kepentingan umum.

BAB II
EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Guberirur nrelalui Biro Hukum tnelakukaii evaluasi t.ancaligali Peraturan

Daerah Kabupaten/Kotatentang RTR Daet*. ry
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(21 RTR Daerah sebagainiatia dimaksud patia ayat (1) tueliputi:
a. RTRW Kabupaten/Kota;
b. RTR Kawasan Strategis Kabupaten /Kota: dan
c. RDTR Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

(l) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang RTR Daerah yang
telatr diseiuj ui bcrsama arltara Bupati/Walikota dan DPRD, sebelurn
ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan
kepada Gubernur nelalui Biro Hukum untuk dilakukan evaluasi.

(21 Penyampaian ranc€rngan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang RTR

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat permohonan

evaluasi ciari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen
pendukung.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (21, terdiri atas:
a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang RTR Daerah

rangkap 6 (enam);
b. Keputusan DPRD tentang Progratti Petnbentukan Peraturam Daerah;
c. Keputusan DPRD tentang Persetqjuan DPRD dan Berita Acara

Persetujuan Bersama antara Bupati / W dikota dan DPRD;

d. Naskah Akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan dan Pencabutan Peraturan Daerah;

e. Dalanr hal R:rncarrgaur PeraLuran Daerah Pcrubahan dilcngkapi dcngarr
Peraturan Daerah sebelumnya;

f. Arsip Data Komputer dalam fonnat teks (sofiopg dalam format teks

microsoft word at^) pdJ);

g. Album Peta;
h. Berita Acara Konsultasi Pubiik;
i. Berita Acara Kesepakatan dengan pemerintah daerah yang berbatasan;
j. Persetujuan Substansi dari Kementerian yang menyelenggarakan un:san

pemerintahan dibidang Penataan Ruang beserta matriks perbaikan;
k. Rekomendasi Gubernur dan Berita Acara rapat konsultasi tingkat

provinsi; dan
l. Buku Rencana.

(4} Dalam hal dokumen pcndukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
disampaikan secara lengkap, Gubernur melalui Biro Hukum mengembalikan
surat permohonan dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Bupati/Walikota untuk dilengkapi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasaf 6

(1) Dafam pelaksanaan evaluasi, Gubernur membentuk Tim Evaluasi yang
kearrggotaannya tcrdiri dari unsur Biro Hukurn dan pcrangkat dacrair terkait
lingkup Pemerintah Provinsi.

(2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur. ly'



Pasal 7

(1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas:
a. menjadwa-lkan pelaksana€rn rapat evaluasi;
b. melaksanakan rapat evaluasi;
c. menJnlsun konsep hasil evaluasi; dan
d. mengkonsultasikan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
(2) Keterlibata-tr urrsur perangkat dacrah dalarn Tirn Evaluasi sebagairrrana

dimaksud dalam Pasal 6, berasal dari aparatur sipil negara yang
berkompeten.

Pasrf E

(1) Dalarn pelaksanaatr rapat evaluasi sebagairrrala dirnaksud dalarn Pasal 7
ayat (l) huruf b, Gubernur mengundang Bupati/Walikota dart DPRD.

(2) Selain mengundang Bupati/Walikota dan DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Gubernur dapat mengundang:
a. Tenaga Ahli sesuai kebutuhan; dan/ atau
b. Tenaga Perancang Peraturan Perudang-Undangan.

Pasaf 9

(1) Evaiuasi terhadap ralrcallganl Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentarrg RTR

Daerah dilakukan untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan
perundang-u ndangan.vang lebih tinggi dan kepentingan umum.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2

(dua) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan daerah beserta

dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

dinyatakan lengkap.

Bagian Keempat
Haeil

Ps€al 1(}

(1) Hasil evaluasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9'
disampaikan kepda Menteli Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah untuk dikonsultasikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{2) Hasil konsuitasi sebagaimana dimtrksud pada ayat (1) dijadikan sebagai

bahan rekomendasi Gubernur untuk menetapkan Keputusan Gubernur
tentang evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota tentang RTR

Daerah.
(3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak
r€rnc€rngan Peraturan Daerah diterima Gubernur.

Pasal 11

(l) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah menyatakan telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan
kepentrngan umum, diikuti dengan pmberian Nomor Register.

(2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan diundangkan sesuai
kc fentuzur pcraturan perundang- u ndangan. rf
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(3) Dalant hal Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangart Peraturaii
Daerah Kabupaten / Kota tentang RTR Daerah menyatakan tidak sesuai

dengan ketentuan petaturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan
kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi
dil-erirna.

BAB III
I{OMOR REGISTER

Pasal 12

(1) BupatiiWalikota mengaj ukan permohonan Nomor Register dengan

melampirkan rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) kepada Gubernur melalui

Kepala Biro Hukum.
(2) Gubernur melalui Kepala Biro Hukum memberikan Nomor Register

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paiing iama 7 (tujuh) hari sejak

rancangan Peraturan Daerah diterima.
(3) Dalam hal Bupati / w dikota dan DPRD tidak melakukan penyempurnaan

rancangan Peraturan Daerah sesuai Keputusan Gubernur tentang Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(3i, Gubernur melalui Kepaia Biro Hukurn tiriak metrberikaii Notnor Regisiet'

disertai dengan alasannya.

{41 Rancangan Peraturan Daera}. -vang belum mendapatkan Nomor Register

belum dapat ditetapkan oleh Bupati/walikota dan belum dapat diundangkan
da-lam Lembaran Daerah.

BAB IV
PENETAPAI{ DAN PEI{GUI{DAITGAN

Pasal 13

(l) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 
"2 

aiiat {2) ditetapkan oleh

Bupati/walikota dengan membubuhkan tandatangan paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama anta'ra

Bupati/Walikota dan DPRD.
(2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diunciangkan dalam Lembaran

Daerah.
(3) Apabila datam jangka waktu 3o (tiga puluh) ,nari, rancangan Peraturan

Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati/walikota, rancangan

Peraturan Daerah tersebut sah rner-rjadi PeratUral Daerair dan hal-Ls

diundangkan dalam t e mbaran Daerah.
(41 Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud

padaayat(1)palinglrallrla7(tujuh)haridisampaikankepadaGubernur
melalui Kepala Biro Hukum dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri

rrrelalui DirckLur Jerrtieral Birra Peulbzrngurrarr Dacrah'
(5) Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah tentang RTR

Daerah sebagaimana dimaksud pada a-vat (41 dikenai sanksi administratif
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. p
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BAB V
PEDIANTAUAN DAIT PEI"A.PORAN

Pasel 14

(l) Gubernur melalui Kepala Biro Hukum melakukan pemantauan terhadap
kesesuaian antara Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan
dengan rancangan Peraturan Daerah yang telah dievaluasi dan diberikan
Nomor Register.

(2) Apabila dalzun hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (i),
terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan

diundangkan dengan rancangan Peraturan Daerah yang telah dievaluasi dan

diberikan Nomor Register, Gubernur melalui Kepala Biro Hukum
memberitahukan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan penyesuaian

Peraturan Daerah dirnaksud.

Pasal 15

Gul-rernur metryampaikan laporarr rarrcallgarl Peraturan

Kabupaten / K ot:- yang telah mendapatkan Nomor Register kepada

Dalam Negeri melalui Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat
Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Daerah
Menteri

Jenderal

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasa, 16

Pembiayaan pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

tentang RTR Daerah dibeheJrkan gada Anggaran Perrdapatarr. dan Belania Daeratl
provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak
mengikat.

BAB VII
K TEI{TUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

Pada trrnggal 98 Wve"nber 2olg f)

lcunenNun 
-"'\ 

lqjT 
rrMuy

ut
VIKTOR BUNGTILU LNSKODAT

/Diundangkan di
pada tanggai r€

Kupang
\.rrw,.hf 2U 

'Y
SEKRETARIS DAERAH

4',PROVINSI NUR\ TENGG ARAa r\ -/z TTlt/'UP.,/

BEI{E ltt't'r.tt (t

RITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR IJ
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